LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1Y BANYUHAS

HOR : 10 TAHUN 1993 SERI : B NO : 3

RA'I‘URAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 1983
TENTANG

USAHA RUHAH MAKAN

Scanned with CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

" LEMBARAN  DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

MOR  : 10 TAHUN 1993 SERI : B NO : 3

fremmm——

'RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 1993
TENTANG
USAHA RUMAH MAKAN
“ DENGAN ‘RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

nimbang - : a. bahwa berdssarkan Peraturan Dsersah
| Ksbupaten Daersh Tingkast II Banyu-
mas Nomor 13 Tahun 1881 tentang
Wewenang Penyelenggaraan dan Penge-
lolaan Sebagian Urusan Kepariwisa-
taan, maks Usaha Rumah Makan meru-
pakan salah satu urusan pemerin-
tahan dalam bidang Kepariwisataan
vang menjadl wewenang rumah tangga
Pemerintah Ksbupaten Daerah -Tingkat
IT Banyumsas ;

b. bahwa untuk memberikan panduan dan
kepastian hukum serta adanya
peningkatan peran serta Pengusaha
Rumsh Makan bagi pengembangan dan
pembangunsn kepariwisataan dalam
rangka pengisisan otonomi yang
nyats, dinamis dan bertanggung-
jawab, maka dipandang perlu menga-
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Mengingat

 Makan

daxkan pengaturan, Pembinggy

pengawasan : terhadap Usahg R an
umah

bahwa sehubungan dengan hg] £

but, dipandang perlu menetznm‘
Persturan Daerah tentang [ﬁkm
Rumah Makan ; Sals

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1874
tentang Pokok-pokok Pemerintahm1oi
Daerah ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daersh
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
jawa Tengah ; :

Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun
1957 tentang Peraturan Umum Retri-
busi Daerah ;

Undangfundahg - Nomor § Tahun 1990
tentang Kepariwisataan ;

Keputusan Menteri Pariwisata, FPOS
dan, - Telekomunikasi tanggal 30
Agustus. 1985 Nomor : KM.73/PW10%/
MPPT-85 tentang Ussha Rumah Makan >

Daerah
7 Tahul

Sebagian
Daeral

Peraturan Daersh Propinsi
Tingkat I Jawa Tengah Nomor
1984 tentang Penyerahan

Urusan Pemerintah Proipinsi idané

Tingkat I Jawa Tengah dalam BTU@’
Kepariwisatasn Kepada Daerah
kat II ;,

Keputusan Gubernur Kepala
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Tingkat I Jawa Tengah tanggal
Nopember -1988 Nomor 55552/29i9
1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penggturan Usaha Rumah Mskan di
Propinsi Dserah Tingkat I Jaws
Tengah ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Dsaersh
Tingkat I Jaws Tengah tarnggal 24
Agustus 1990 Nomor : 556/233/1980
tentang Persyaratan Teknis Pendiri-
an dan Pengusahaan Rumah Makan di
‘Daerah Tingkat I Jaws Tengah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun
1985 tentang Penunjukan, Pengangka-=
tan, Kewenangan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyi-
dik Pada Pemerintah = Kabupaten

- Daerah Tingkat II Banyumas ;

10. Peraturan .. Daerah Kabupaten Dsaerah
Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun
1987 tentang Pembentuksn, Susunan
Organisasi dan Tatakerja Dinas
Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat

II Banyumas ;

" 11. Persaturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun
1991 tentang Wewenang Penyelengga—
raan dan Pengelolaan Sebagian

Urusan Kepariwisataan ;

De :
ol Persetuiuan Dewan Perwskilan Rakyat Daerah

ab
Paten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN :
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pPERATURAN DAERAH KABUPATEN

Menetapkal  ° oo negaT II  BANYUMAS TENTaNg DﬁgiAH
Ha

RUMAH MAKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam-Peraturan Dasersh ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

€5

h.

. Usaha Rumah Makan adalah Setiap usaha komersial

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupsten

Dsersh Tingkat II BanyumasS ; -
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daersh

Tingkat II Banyumas ;

Dewsn Perwakilan Rakyat Daserah adalsh Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas ; '
Inspektorat Wilayah &adalash Inspektorat Wilayah
Kabupsten Daerah Tingkst II Banyumas ;

Dinss Psriwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten
Daersh Tingkat II Banyumsas ;

. Kas Daerah adalah Kas Pemerintsh Kabupaten D&mmh_

Tingkat II Banyumsas ;
vang ruang lingkup kegistannya menyediakan makanal

dan minuman untuk umum di tempat usahsnya ; ang
y

Lzin Usaha adalsh Izin Usaha Rumah Makan 11

diberikan oleh Bupati Kepasla Daerah Tingkat

Banyumas ; g
yan

. Pimpinan Ussha Rumah Makan adalah Orang gtas

sehiri—hari memimpin dan bertanggungjawab
pPeéngusahaan Usaha Rumah Makan .

BAB II

HAKSUD DAN TUJUAN
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d -
“kwlberikaﬂ dasar hukum bagi pemberian izin usahg -
i
s

-
P

Pasal 2

. dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

e ,
ﬁemberikan dasar hukum terhadap penarikan retri-
busi atas Usaha Rumah Makan ;

pemberikan panduan dan kepastian hukum bagi para
pengusaha dlbldaqg Usahg Rumah Makan, untuk
neningkatkan kualitas hyglene dan sanitasi serta
peran sertanysa bqgl kemajuan dunia kepariwisataan;
memberikan pembinaan dan pendawasan atas Ussha

' pumah Makan agar mengarah pada Usaha Rumah Makan

yang mengindahkan nilai-nilai moral Pancasila ;
nemelihara, mengembangkan:dan menjaga - kelestarian

1ingkungan hidup. ad ‘
BAB IIT

BENTUE USAHA DAN PERMODALAN

Pasalwé

1) Usaha Rumah Makan yaﬁg seluruhnya modalnya dimi-

liki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk
Badan Usaha atau usaha perorangan sesual dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2) Ussha Rumah Makan yang modalnya patungan antara

Warga Negara Indonesia dan Warga MNegara Asing,
bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB IV
PENGUSAHAAN

Pasal 4.

1

: ?mﬁusaha Rumah Msakan sebagai dimaksud dalam

HSS&I I haruf g meliputi Jjasa pelayapan makan dan
hun Sesuail dengan persyaratan teknis. ‘

rn
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tan teknis sebagai dimaksud dalg
£ E()?l;sygzgtur lebih lanjut dengan Keputussy

Kepala Daerah.

Bupatg
BAB \'4
PERIZINAN

Bagian Pertama
Wewenang Pemberian Izin

Pasal 5

(1) Setiap orang atau Badan Usaha yang mendiriksy
-Usaha Rumah Makan di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas harus memperoleh Izin Usahg
dari Bupati Kepala Daerah. “

(2) Dalam pemberian Izin Usaha sebagai dimaksud dalan
ayat (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan syarat-
syarat yang harus ditaati oleh pemohon. :

Bagian Kedua
Tatacara Permohonan Izin

Pasal 8

(1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagai dimaksud
dalam Pasal 5 gygt (1), permohonan diajukan
Secara tertulis kepads Bupati Kepala Daerah,
dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(2) Permohonan se
dilampirj

-~ 3 > ' n
a. ﬁkta Pendirign Perusahaan apabila Pernsatis
! .eysebut Berbadan Hukum

f' 12in Mendirikan Bangunan

c. Izin Tempst Usahsg
d e Keterangan

. Keterangap

bagai dimaksud dslam ayat (1) hazy®

2

b
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3)

4)

1)

2)

1)

+h

Gambar denah ruang tempat usahs

3

. Uraian singk pa .
g A kg gRat tentaﬁg?usahd vang diselengga-
ki Daf?ar sSusunan pengurus dan Jjumlah tenags

kerja ; A 210 4 G
i. Nomor Pokok Wajib Pajak Dserah.

Apabila semua syarat telah dipenuhi oleh pemohon,
naka _ kepadanya diberikan surat tanda bukti
penerimaan permohonan Izin Usahs.

Apabila dipapdang perlu petugas vyang ditunjuk
dapat memanggil pemohon untuk melengkspi syarat-
syarat yang diperlukan. '

Pasal 7

Bupati Kepala daerah dapat mengabulkan atau
menolsk permohonan Izin Usaha sebagai dimaksud
dalam Psssal 8 setelsh mendapat pertimbangan Dinas

Pariwissats.

Dinas.Pariwisata memberikan pertimbangan sebagai
dimsksud dalam ayat (1) setelah mquadakan pene-
litian administrasi, fisik, teknis dan lokasi

tempat ussha.
Pasal: 8

n dikabulkan, Bupati Kepalsa

Dal hona
am hal permono berian Izin Usaha

Daersh menerbitkan Keputusan Pem _
dalsm .wsktu selambat-lambatnys 3 (tiga) Dbulan

terhitung sejsk diberikannya tanda-terlma- permo-
honan Izin Usaha sebagal dimaksud dalam Pasal 6
avat (3.

toiak, penolakan tersebut
tertulis kepada pemohon
annysa.

Dalam hal permohonan di

diberitahukan secara e
dengan menyebutkan a}asan#alag
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Bagian Ketiga
”Hasa'Berlakunya~IZ1n

Pasal g
ygaed o A8l e d dalam Pasal 8 g
i ha sebagal dimaksu . vat
é?égriﬁzz untuk jangka waktu selama masih melaksmmz
i usahanya, dengan ketentuan setjgy ;

kan kegiatan
(lima). - tahun
Bupati Kepala Daerah.

sekali harus mendaftar‘ ulang kepads

Bagian Keempat
Daftar Ulang

_ Pasal 10

" (1) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang
sebagai dimaksud dalam Pasal 9 kepada Pemegang

. Izin Usaha diberikan Kartu Izin Usaha.

(2) Bentuk, . ukuran dan isi Kartu Izin Usaha serta
’ tatacara untuk mendapatkan Kartu Izin Usaha
sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur 1lebih

. lanjut, oleh Bupati Kepala Daerah.

.~ Bagian Kelima
Pencabutan Izin Usaha -

. Pasal 11

= (1) Izin Ussha tidak berlaku lagi atau dicabut
karena ’
a. memperoleh Izin Usahs secara tidak sah ;
2. dlgemballkan kepada Bupati Kepala Daerah ;

. ge anggar ketentuan-ketentuan dslam Peratura"

aerah. 1nl dan atan persyaratan—Persyaratan

. g:gg dltetapgan dalam Izin Usaha ;

- Pemegang Izin Usghsg tidak melaksanakan ;ﬁ;

[ ]
s
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vang dapat dipertanggungjawabkan.

e. bertentangan dengan kepentingsn umum dan atau
lingkungan hidup.

Pencabutan Izin Usaha sebagai dimaksud dalam ayat

(1) diberitahukan secars tertulis dengan menye-
butkan alasan-alasannys.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 12

Pengusaha Rumah Makan berkewajiban untuk

a. memasang Papan Nama yang dapat dibaca oleh
umum ;

b. memberikasn pelayanan dan perlindungan kepada

" tamu Rumah Maksan ; ; :

c. memelihsra ''dan memenuhi persyaratan hygiene
dan sanitasi ‘didslam dan dilingkungan tempat
kegiatan - Usaha Rumah Makan sesusi dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

'd. memasang 'daftar minuman, makanan dan Jjenis
masakan berikut daftar harganys. =

e. mentaati ketentuan tentang ketenagakerjsan

' sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku ; :

f. meningkatkan pengetahuan dan  Keterampilan
karyawan sesusi dengan fungsi dan = tugasnya
untuk meningkatkan mutu pelayanan; :

g. menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan vang
“berlaku ; ‘ £

h. menyedisksn sarana pencegah kebakaran ;

1. mencegah penggunaan Rumah Makanuntuk kegiatan-

kegiatan yang dapat mengganggu keamsnan dan
ketertiban umum serta melanggar kesusilasan.

) Pengusaha Rumah Makan dilarang’
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&P

(2)

(3)

o. menyediakan maknan dan minuman yang i
membahayakan kesehatan atau keselamstgn umfwt

b. menyediakan kemasan makanan dan minuman yzi
sudsh lewat waktu sesuai dengan ketentusgp yéi

berlaku ; e ; ! o
c. menyediakan pertunjukan hiburan atau kesauan

oleh artis dari luar daerah a@au artis asing
kecuali telah memperoleh Izin Usahsa Semm&
dengan Peraturan Perundang-undangan Vang

berlaku ; : ,
d. memindshtangankan Izin Usaha kepads pihak

lsin.

BAB VII
PENGGOLONGAN DAN KLASIFIKASI
Pasal 13

Usaha Rumah Makan dibagi menjdai 3 (tiga) éO’

longan dan setiap golongan dibagi menjadi ¢4

(empat) kelsas.

Untuk tanda golongan sebagai dimaksuddalam aWﬁ
' bagal

(1) dinyatakan dengan tands huruf besar, S¢€

berikut : -

a. golongan yang tertinggi, dinyatakan dengal
tanda huruf A ; .

b. golongan yang sedang, dinyatakan dengan tand?

huruf B ; o »

c. golongan yang terendah, dinyatakan dengé
tanda huruf C ;

t (1)

Untuk tanda kelas sebagai dimaksud dalam aV&

: 1
dinyatakan dengan tanda angka kecil, gebad?®
berikut : da
a. kelas yang tertinggi, dinyatakan dengan e

angka 1 (satu) ;

ng, dengan
angka 2 (dua) g, dinyatsaskan

gand?

.
3

10
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kelﬁs yang rendah, dinyatakan dengan
. angka 3 (tlga)
kelas Yang terPndah dinyatakan dengan tandsa
angka 4 (empat).

tands

Pasal 14

1) Penggolongan Usaha Rumah Makan didasarkan pada
kriterida, sebagal berikut

1

a. Golongan A. .
Tempat usaha terletak di jalan ' Protokol® dan
stau pusat keramalan di dalam wilayah Kota
Administratip Purwokerto ;

b. Golongan B.
Tempat usaha terletak di luar jalan Protokol
dsn atau pusat keramaian di dalam wilayah Kota
Administratip Purwockerto atau tempat usaha
terletak di Jjalan utama dan 'atau di pusat

keramaian di luar wilayah Kota Administratip
Purwokerto ; ;

c. Golongan C -
Tempat ussha terletak d1 luar Jalan utama dan
‘atau  pusat - keramaian di  luar wilayah Kota
Administratip Purwokerto ; :

<2)K1§sif%kasi Usaha Rumah Makan didasarkan: pada’
kriteria, sebagai berikut ;

81 %010ngan.A

+ Kelas 1 (satu), :
Luas tempat usahs lebih dari 100 H* ;
- Kelas 2 (dua), .
ku?s tempat usaha antara 51 M® s/d 100 M* ;
© helas 3 (tiga), - '
4 Luas tempat usaha antara 26 M® s/d 50 M* ;
- Kelas 4 (empat), .
Luas tempat usaha kurang dari 26 M? ;

11
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b. Golongan B :

N
2.
3.

4.

Kelas 1 (satu),
Luss tempst ussahs
Kelas 2 (dua),
Luas tempat usahs
Kelas 3 (tiga),
Luss tempat usaha
Kelas 4 (empat),
Luas tempat usahsa

-~ c¢. Golongan C

(1) Penentuan
Rumsh Makan
dinyatsksn

(2)

3
2.
o 13,

4.

Kelas 1 (satu),
Luas tempst ussahs
Kelas 2 (dua),
Luas tempat usahsa
Kelas 3a(tigs);
Luas tempst ussaha
Kelas '4 (empat),
Luas tempat ussahs

Pasal

ﬁenggolongan
sebagai

Bupsti Kepals Dsersh.

lebilraarh 106 Ks
antara 51 M* s/d 100 y.
antara 26 M*® s/d 50 ye )
kurang dari 26 Mz ;
Yébih 'dafi- 86 ‘=5,
antara ot M*®=s/d “100 K= ;
antara 26 M= -s7d'750 M® ;
kurang dari 26 b=

15

Usaha

dan klasifikasi

dimsksud dalam Pasal 13
dengan piagam yang dikeluarkan ©01¢

Piagam Penggolo . < bagal
: Ongan dan klasifikasi  S€

?.,éﬁiﬁsug (C{tjtlam ayat. (1) berlaku untuk 1322522
im 8 i u

dan dapgt dipggbzahun sejak tanggal  difg laial

kembglj

oleh Bupa_

hgrui Setelah disdsakan peni
ti Kepsals Daerah.

BAB vVIIT

RETRIZ

B:-U-8-1
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rptrlbu51 sesuai dengan golongan dan kla51f1ka

gebagal berikut

Izin Usaha
1. Golongan A

a. Kelas 1 (oatu) Rp. 500.000,00 (Lima ratus
ribu rupiah); ‘
b. Kelas 2 (dusa) Rp. 300.000,00 (Tiga ratus
ribu rupiah); :
c. Kelas . 3 (tiga) Rp. 200.000,00 (Dua ratus
ribu rupish); . -
d. RKelas 4 (empat) Rp. 50.000,00 (Limsa puluh
ribu rupiah); .
2. Golongan B : : &
a. Kelas 1 (satu) Rp.-250.000,00 (Dua ratus
lims puluh ribu rupisah); -
b. Kelas 2 (dua) Rp. 1 150.000,00 (Seratus
lima puluh ribu rupiah); .
c. Kelas 3 (tiga) Rp. 100 000,00 (Seratus
ribu rupiah);
d. Kelas 4 (empat) Rp. 50. 000 00 (Lima puluh
ribu rupish);
3. Golongan C
a. Kelas 1 (sstu) Rp. 75.008,00 (Tujuhpuluh
lima ribu rupish) ; :
'b. Kelas 2 (dua) Rp. 50.000,00 (Lima puluh
ribu rupiah);
c. Kelas 3 (tiga) Rp. 25.000,00 (Duapuluh
lima ribu rupiah) ; '
d. Kelas 4 (empat) Rp. 10:000,00 ( sepuluh
ribu rupiah);
Daftar Ylang
Golongan A :
3. Kelas 1 (satu) Rp. 300.000,00 (Tiga ratus
ribu rupiah);
Kelas 2 (dusa) Rp. 180.000,00 (Seratus

delapan puluh ribua rupiah) ;

loal
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B |

c. Kelas 3 (tiga) Rp. 120.000,qqg (s
duspuluh ribu rupiah) ; _ermms
d. Kelas 4 (empat) Rp. 30.000, 00 (T3
ribu rupish}; Pulyp

2. Golongsn B :

a. Kelas 1 (satu) Rp.150.000,00 (Serst
puluh ribu rupish);

b. Kelas 2 (dua) Rp'. " 90.000% 00 (Sembﬂﬂn
puluh ribu rupiah);

c. Kelas 3 (tiga) Rp. 60.000,00 (Ensm puluh
ribu rupiah);

d. Kelas "4 (empat) Rp. 18.000,00 (Delapan
belas ribu rupiah);

Us lipg

3. Golongan C :

al Kelas '1' (satu) “Rp. 45.000,00 (Empat puluh
lima ribu rupiah) ;

b. Kelas 2 (dusa) Rp. 30.000,00 (Tiga puluh
ribu rupish);

c. Kelas 3 (tiga) Rp. 15.000,00 (Lima belas
ribu rupish) ; :

d. Kelas 4 (empat) Rp. 8.000,00 ( Enam ribu
rupiah); e ‘

Pasal 17

Semua hasil pungutan sebagai dimaksud Pasal 16 dise”
tor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB 1IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18
AY X ah
¢ 1) g;EPlnagp dan Peéngawasan terhadap Usaha Eﬁ;w
an dilakukan oleh Dinas Pariwisata atasrtakzirl

Bupati Kepala D .
- aers utse
" Instansi terksait rah  dengan mengik
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Pembinaan dan pengawasan s
gyat (1), meliputi
g. Fisik bangunan dan perslstan
b. Teknik pengolshan ;
¢c. Kebersihan, kesehstsan dan
kungan ;
d. Kemampuan dan ketrampilan karyawan
e. Kesehatan dan keselamatan kKaryawarn .

ebagai dimaksud dalam
sanitssi ling-

b

) Dalam = hal yang disnggap perlu, Bupati .Kepals
Daerah dapat meminta laporan tebtentu dari
pimpinan Usaha Rumsh Mskan.

Pasal 18

1gawasan umum terhadap pelakssnsan ketentusn-
tentuan yang ditetapkan dslam Peraturan Daerah ini
lakukan oleh Inspektqrat Wilayah.

Pasal 20

) Untuk kepentingan pémbinaan dan pengswasan,
setiap Ussha Rumah Makan wajib memiliki Kartu
Pengawasan vyang dikeluarkan setahunn sekali oleh
Bupati Kepals Daerah.

Ussha Rumsh Makaﬁ vang merupakan fasilitas Hote}
d%W&jibkan pula memiliki Kartu Pengawasan sebagai
dimaksud dslam ayat (1).

Untuk mendapatkan Kartu Pengawasan sebaggi dimak—
Sud  dalam ayat (1) ditetapkan lebih 1an3ut' oleh
Bupat j Kepals Daerah. ' o= = .

Pasal 21' .
Egk.MGnUnjang kegistan sebagsai dimaksud Egsal 18
whrlxan bisya operasional yang besarnya d;tetapkan
Ry Upati Kepala ' Daerah dan dipantquan dalam
“fan Pendapatan dan Belanja Daerah.
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. T

™
o 2

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal. .22

(1) Barang siapa melanggar ketentusn sebaggi din
dalam Passl & ayat (1), Pasal g dan Pasa§ks
diancam pidana kurungan selama-lamanays 3 (ti
bulan atau denda setinggi-tingginys Rp. 50 0058
(lima puluh ribu rupish). ) 2

(2) Tindak Pidana sebagai dimaksud ayst (13 adsls
relanggsran.

BAB XI
'KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal ..23

Selain.Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pidan
sebagsai Qimaksud dalam Pgsal 22 dapat jugs dilakukar
oleh Pejshbat Penyidik Pegawsi Negeri-  Sipil di ling
kungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dite-

tapkan sesugj - dengan Pe
Ses raturan erundang-undangar
Yang berlskuy. 3 k

axis >altakan tugas penyidj } wai Negerl
olipil sebagai dimaksnd dalim gas;?ag3 g:izenang :

o atau pengaduan dari seseorand
8k pidans £
kan Pertama psda saat itu ditempa

C. menyury -8kukan pemerikasaan ; 1o -
FIEh bprheﬂtl SeSeorang tersangks dan memer ik
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qenanggil seseorang untuk didengar dan diperikss

sebagal tersengks ataun saksi;

nendatangkan ahl; vang diperlukan dalam hubungan-

nys dengan pemerlksgan perkars ; .

nenghentikan penyidikan ; i . "
- pengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
" dipertanggungjawabkan. '

BAB XII 4S9 :

KETENTUAN PERALIHAN

l) Setisp pemegang Izin Usaha sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini telah melakukan kegiatannys
sebagal dimaksud Pasal 4 ayat (1), dalam waktu
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlaku-
nya Peraturan Dserah ini harus mengajukan -permo-
‘honan Izin Usaha. Gam |

) Setiap Badan Usaha Perorangan ysng telah melaku-
kan kegiatan Ussha Rumah Makan sebagsi- dimaksud
Pasal 4 ayat (1) dan belum memiliki Izin Usaha,
dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sejak berlskunys Peraturan Daerah ini harus
Mengajukan Permohonan Izin Usahsa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

= ¥ b 4
ED;Fi vang belum distur dalam Peraturan Daerah 1nl

1ﬂ1ga“g mengensi pelaksansnnys akan diatur kemudian
Upat i Kepala Daerah.

B
@ Swm.
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku paqq
diundangkan.
Agar = supays setiap orang dapat méngetamy
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerap 1nyg
in:

dengan penempatannya dalam Lembaran Dsersh Kabnpsy
Daerah Tingkat II Banyumas. | el

Purwokerto, B8 Pebruarilgg

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERA

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - TINGKAT 1II BANYU}Ac
BANYUMAS ]
K°ET U A
cap. titd . . cap. 'ttd
H"A R S’O N O H.DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Dsersh ini' 'telah disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Dserah Tingkat I Jawa Tengah tanggal
4 Agustus 1983 Nomor : 188.3,/374,/1993

Q@undangkan dalam Lembaran Daerah Ksabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas.
Nomor : 3 ~tanggsal 28 Oktober 1993 Sery :.B
Sekretaris Wilayah/Da@ﬁh
Tingkat II Banyumas
YMT
cap. L td .

J. SOEHARTO, BA

NIP:: 010041574
Assisten I SekwWl

L&
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PENJ E‘L ASAN
AT A S
RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
'NOMOR 1 TAHUN 1993
e

USAHA RUMAH MAKAN

Penjelasan Umum.

Usaha Rumah *Makan adalah merupakan suatu
usaha dibidang Kepariwisataan yang . penyelengga-
raan dan pengelolasnnys telsh menjadi wewenang
Dati II sesuai dengan Perda Propinsi Dati I Jawa
Tengah™ Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan
Sebagisn Urusan Pemerintah Propinsi Dati I Jawa
Tengah dalam bidang Kepsriwisstasn kepada Dati II
dan ‘Perda Ksbupaten Dati II Banyumas Nomor 13
Tahun 1881 tentang Wewenang Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Sebagian Urusan Kepariwisataan. Untuk
meningkatkan peran serts Usaha Rumah Makan dibi-
dang Kepariwisataan khususnya dan pembangunan
daerah pada umumnya, serta dalam rangka memberi-
kan kemudahan bagi usaha tersebut vang semakin
berkembarig di Kasbupaten Dati II Banyumas, maks
Pemerintah Daerah memardang perlu adanya suatu
langksh pengaturan, pembinzan dan pengawasan bagi

‘usaha dimaksud.

. Untak  memberikan Dasar Hukum bagi pemberian
1zin, peletakan dasar-dasar tentang syarat-syarat
yang berlaku, peningkatan mutu pelayanan, pembi-
Naan dan pengawasan atas Usaha Rumah Makan dengan
Mengindahkan kelestarian lingkungan hidup serta
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II.

1ingkungan,-sudah selayaknysg
gu perorangan yang menyel Paby
o . . engga a
diwajibkan mempunysi iThlrab

retribusi.

kesehatan
Badan Usaha gt
Usaha Rumah Makan

dengan dikenakan

Sesusi dengan Penjelasan Umum Undang-y,,
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok P@JM@Q
tahan di Daersah bahwa hal-hal yang berfym‘
membebani meletakan kewajiban dan membatasiU;ﬁu
hak mssyarakat perlu diatur, oleh karens ?f-
perlu mengatur Usahs Rumah Makan dengan Per&nméﬁ

Daerah.

Penjelasan pasal demi pasal.
Passal 1's/d>10 : Cukup Jjelsas.

vang dimaksud dengan

Pasagl 11 ayat'(i) huruf a
' : memperoleh Izin Ussaha

tidak sah ialah

antara lain

1. Memperocleh izin
dengan tidak
melaluil prosedur

vang berlaku ;

2. Dats yang disam”
paikan sebagd?
lampiran permoho”
an . tidak obenst:
atau mempunya?
cacat hukum yt}i{ﬁ
diketahuil :
mudian.

Pasal 11 ayat (1) huruf b : Cukup jelas.
sampal dengan huruf e-
Pasal 11 aysat (2) ' - Cukup Jjelas-
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1 12 ayat (1) huruf a : Tulisan vang tercan-
' - ' tum pada Papan Namsg
harus - sesuai dengsn
Perda Ksbupaten Dsati
IT Banyumass Nomor 2
Tahun 1885 tentang
Pajak Reklame Pasal 4
ayat (1) dan (2) yang
mengatur tentang
Naskah Tulisan.

pas

Pasal 12 ayat (1) huruf b : Tamu Rumah Makan
' adalsh orang vang
mempergunakan jasa
pelayanan makan dan
minum di Rumah Makan

dengan membayar.

Pasal 12 ayat (1) huruf ¢ : Cukup jelsas.
sampai dengan huruf h

Pasél 12~ayat CZ) : Cukup Jjelas.
Passl 13 ' : Cukup Jelsas.
Pasal 14 . Yang dimaksud dengan

Jalan Protokol adalah
Jalan Utama (jalan
terbesar yang terpa-
dat lgalulintasnya
didalam wilayah
Kotatip Purwokerto)
menuju Pusat Pemerin-

tahan.
Yang dimaksud dengan
pusat keramalan

merupakan pusat-pusat
kegiatan yang banyak
dikunjungi orang
. tanpa memandang Jenis
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Pasal 15 s/d 17

Pasal 18 ayst (1)

Pasal 18 ayat (2) dan (3)

tasal’ 19 ‘54 ‘27

"V‘V-v'v—v~~~~-,~~~~

kelamin, ,
maupun umup Ohmg%

"Contoh

terminal, pUSatﬁamﬁ;
pertokoan dan Pusat
lain. laip.

Cukup jelas.

Yang dimaksud &

si  Terkait IZ{{E“‘
lain : Dinas Parizl-‘a
sata Kabupaten, Dhé‘
Pekerjaan Umunm Kmm?
paten, Dinas  Tat,
Kota dan Tata Bangup,
Kabupaten, Dinag
Kesehatan Rabupaten,
Kantor DEPNAKER,
Bagian Ketertiban
setwilda, Bagian
Perekonomian Setwil-
da, Bagian Hukum
Setwilda.

Cukup Jjelas.

Cukup Jjelas.

~
e e i VAR VI VA VR Ve e g
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KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/374,/1993
TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
11 BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG USAHA RUMAH

HAKAN .
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Membaca : a. Surat Bupati Kepals Daerah Tingkat
II Banyumas tanggsl 6 Juli 1993
Nomor : 188.3/2940/1993 perihal
permohonan pengesahan Peraturan
Daerah ;

b. Peraturan Dserah Kabupaten Dsaerah
Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun
1983 tentasng Usaha Rumsh Makan ;

Mmﬁmbang : bahws tidak ada keberatan untuk menge-
sahksan Peraturan Dserah Kabupaten
Daersh Tingkat II dimaksud.

Mw@lngat 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta
pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-
undang Nomor 5 Tsahun 1874 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

Undang-undang Nomor 10 Tahup 1950
tentang Pembentukan Propinsi Jawa

Tengah ;

QW]

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

5 pasal 8 avat (2)  Undang-

€-u
Nomor 12/Drt Tahun 1857 egf?m%
Peraturan Umum Retrlbusi,Daerah?ng

WEMUTUSEKAN

. . Mengesahkan Peraturan Daerah Kapy,
Menr tapkan Deerah Tingkat II Banyumas Nomiitéi

Tahun 1993 tentang Usaha Rumah Makan

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 4 Agustus 1993

e

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Bidang I
ttd.

Ir. SUJAMTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Menteri Dalam Negeri di Jakarta ; ,

Z. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otononml
Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;

3. Bupati Kepsla Daerah Tingkat I1 Banyumas d1
Purwokerto ; '

4. Ketus DPRD Kabuupaten Dserah Tingkat II Banyumas
di Purwokerto ;

Pembantu Gubernur Jaws Tengah untuk Wilayah

Banyumas di Purwokerto d B

°. Kepals Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daer?

Tingkat I Jaws Tengah.

—

n
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Sesual dengan aslinys,

SM@&TARIS WILAYAR/DAERAH TINGRAT 7 JAWA TENGAH

. Kepala Biro Hukum
X MY,
cap: thd.

PR AT N 0890, 80

Pembins
NIP : 500 034 395
Ksbag. Dokumentasi Hukum
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